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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Pertanggungjawaban
1. Pengertian Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan kewajiban seseorang atau suatu subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam ilmu hukum, pertanggungjawaban tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan atas suatu kesalahan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara konseptual, pertanggungjawaban lahir dari adanya hubungan antara perbuatan, pelaku, dan norma yang dilanggar. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban jika tidak ada dasar yang menunjukkan bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Dalam perspektif hukum administrasi, pertanggungjawaban juga berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan oleh pejabat atau aparatur negara. Setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, dalam etika profesi hukum, pertanggungjawaban tidak hanya menyentuh aspek legal formal, tetapi juga dimensi moral. Seorang aparat penegak hukum dapat saja lolos dari sanksi pidana, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara etik apabila perilakunya bertentangan dengan kehormatan profesi.

Pertanggungjawaban juga erat kaitannya dengan gagasan keadilan. Hukum tidak cukup hanya menetapkan larangan, tetapi juga harus memastikan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut diikuti dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, adil, dan proporsional.

Pengertian pertanggungjawaban sebagai kewajiban hukum dan etik yang harus dipikul oleh anggota Polri atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, terutama apabila tindakan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hukum, etika profesi, atau hak masyarakat.

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban 
Dasar hukum pertanggungjawaban menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum selalu berada dalam kerangka norma. Dalam negara hukum, pertanggungjawaban tidak boleh dibebankan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan aturan yang memberikan ukuran yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum.

Dalam konteks aparatur negara, dasar hukum pertanggungjawaban penting karena aparatur bekerja dengan kewenangan publik. Kewenangan tersebut bukan hak milik pribadi, tetapi amanah hukum yang penggunaannya harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Pada profesi kepolisian, dasar hukum pertanggungjawaban tidak hanya bersumber dari aturan pidana atau administrasi, tetapi juga dari aturan internal profesi yang mengatur perilaku anggota. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan kepolisian melekat dengan tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab etik.

Pertanggungjawaban juga bersandar pada prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap akibat hukum harus mempunyai dasar normatif. Prinsip ini penting agar sanksi atau penilaian terhadap suatu tindakan tidak bergantung pada subjektivitas atasan, melainkan pada ukuran hukum yang dapat diuji.

Selain prinsip legalitas, dasar hukum pertanggungjawaban juga terkait dengan prinsip due process dan perlindungan hak. Artinya, orang yang dinilai melakukan pelanggaran tetap harus diproses dengan cara yang adil, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dasar hukum pertanggungjawaban harus dipahami sebagai landasan normatif yang menempatkan anggota Polri sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan dalam pengamanan unjuk rasa melanggar hukum, etika, atau standar profesionalitas.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban 
Unsur pertama dalam pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan. Hukum tidak mungkin meminta pertanggungjawaban apabila tidak ada tindakan, ucapan, keputusan, atau sikap tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan hukum. Dalam konteks penelitian ini, perbuatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup ucapan anggota Polri saat menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa. Oleh karena itu, dugaan ucapan yang bersifat arogan atau menunjukkan penyalahgunaan posisi jabatan dapat dianalisis sebagai bentuk perbuatan yang relevan untuk dinilai secara hukum maupun etik, karena ucapan pejabat kepolisian dalam situasi tugas tetap melekat pada tanggung jawab profesinya.

Unsur kedua adalah adanya subjek yang dapat dimintai tanggung jawab. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan harus jelas identitasnya dan memiliki kedudukan sebagai pihak yang secara hukum mampu dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Analisis terhadap unsur ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan subjek hukum sekaligus pejabat publik yang memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma hukum, etika profesi, dan standar prosedur kepolisian. Dengan demikian, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas pengamanan, maka pertanggungjawabannya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan jabatan dan kewajiban institusional yang melekat pada dirinya.

Unsur ketiga adalah adanya hubungan antara perbuatan dengan norma yang dilanggar. Suatu tindakan baru menimbulkan pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bertentangan dengan kewajiban hukum, kewajiban jabatan, atau standar etik yang berlaku. Dalam kasus dugaan arogansi anggota Polri saat pengamanan unjuk rasa, analisis terhadap unsur ini dapat diarahkan pada kesesuaian antara ucapan atau sikap anggota dengan kewajiban Polri untuk bertindak profesional, humanis, tidak diskriminatif, serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Apabila ucapan yang disampaikan terbukti mengandung intimidasi, kesombongan jabatan, atau merendahkan pihak tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dipandang memiliki hubungan dengan pelanggaran norma etik profesi Polri.

Unsur keempat adalah adanya kesalahan atau setidaknya keadaan yang membuat pelaku layak dimintai tanggung jawab. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau sikap tidak profesional yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam konteks penelitian ini, unsur kesalahan dapat dianalisis dari apakah ucapan atau tindakan anggota Polri dilakukan secara sadar dalam kapasitasnya sebagai aparat pengamanan, serta apakah perbuatan tersebut menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan dan perlindungan masyarakat. Apabila anggota Polri mengetahui bahwa dirinya sedang bertugas dan tetap mengeluarkan ucapan yang berpotensi menimbulkan rasa tertekan atau memperkeruh situasi unjuk rasa, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan etik atau ketidakprofesionalan.

Unsur kelima adalah adanya akibat hukum. Akibat ini dapat berupa kerugian terhadap individu, gangguan terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap hak warga negara, atau tercemarnya kehormatan institusi. Dalam kasus pengamanan unjuk rasa, akibat dari tindakan atau ucapan arogan tidak selalu harus berupa kerugian fisik, tetapi dapat berupa terganggunya rasa aman masyarakat, munculnya ketidakpercayaan terhadap aparat, serta tercorengnya citra Polri sebagai institusi yang seharusnya mengayomi dan melayani. Oleh karena itu, akibat hukum dalam konteks ini dapat dipahami secara luas, yaitu tidak hanya menyangkut kerugian langsung terhadap pelapor, tetapi juga dampak terhadap legitimasi dan kepercayaan publik kepada kepolisian.

Unsur-unsur pertanggungjawaban dalam penelitian ini mencakup adanya tindakan arogansi, adanya anggota Polri sebagai pelaku, adanya pelanggaran terhadap norma hukum atau etik, adanya kesalahan, dan adanya akibat yang timbul dalam konteks pengamanan unjuk rasa. Dengan demikian, pertanggungjawaban anggota Polri dalam kasus ini tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya perbuatan, tetapi juga dari hubungan antara perbuatan tersebut dengan jabatan, norma yang berlaku, tingkat kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan institusi Polri.
4. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban dalam hukum dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain pertanggungjawaban pidana, perdata, administrasi, dan etik. Masing-masing bentuk memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks tindakan anggota Polri, pembedaan bentuk pertanggungjawaban ini penting karena tidak semua perbuatan anggota kepolisian langsung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ada perbuatan yang lebih tepat dianalisis sebagai pelanggaran administrasi, disiplin, atau kode etik profesi. Oleh karena itu, tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa perlu dilihat secara hati-hati berdasarkan bentuk pelanggaran yang paling sesuai dengan fakta perbuatan, kedudukan pelaku, serta akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban pidana biasanya dikenakan apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dan mengandung kesalahan yang dapat dipidana. Fokusnya adalah pada perlindungan kepentingan umum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum yang serius. Dalam kasus dugaan arogansi anggota Polri, pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila ucapan atau tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu, misalnya mengandung ancaman, kekerasan, penghinaan, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang yang secara tegas diatur dalam hukum pidana. Dengan demikian, tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu tindakan bersifat arogan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, adanya kesalahan, serta hubungan sebab akibat dengan kerugian atau dampak hukum yang terjadi.

Pertanggungjawaban administrasi berlaku ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan jabatan, prosedur, atau penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan pemerintahan. Dalam konteks aparat negara, bentuk ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Analisis terhadap pertanggungjawaban administrasi dalam kasus anggota Polri dapat diarahkan pada apakah tindakan atau ucapan yang dilakukan saat pengamanan unjuk rasa telah menyimpang dari prosedur, standar pelayanan, dan kewajiban jabatan sebagai aparat kepolisian. Apabila anggota Polri bertindak tidak profesional, menggunakan posisi jabatannya untuk menunjukkan kekuasaan secara berlebihan, atau tidak menjaga sikap dalam menghadapi masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran administratif karena bertentangan dengan kewajiban kedinasan.

Pertanggungjawaban etik menekankan pada kehormatan profesi, integritas, dan moralitas jabatan. Bentuk ini relevan bagi anggota Polri karena tidak semua perilaku yang tercela selalu menjadi tindak pidana, tetapi tetap dapat dipandang melanggar etika profesi. Dalam konteks dugaan arogansi saat pengamanan unjuk rasa, pertanggungjawaban etik menjadi sangat penting karena anggota Polri dituntut untuk menjaga perilaku, ucapan, dan sikapnya di hadapan masyarakat. Ucapan yang menunjukkan kesombongan jabatan, sikap merendahkan, atau penggunaan identitas tertentu untuk menekan pihak lain dapat dipandang bertentangan dengan nilai profesionalitas, kepatutan, dan kehormatan profesi Polri. Oleh sebab itu, sekalipun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidana, tindakan tersebut tetap dapat diproses secara etik melalui mekanisme internal Propam.

Selain itu, dalam praktik kelembagaan, satu perbuatan dapat menimbulkan lebih dari satu bentuk pertanggungjawaban. Misalnya, suatu tindakan anggota Polri dapat sekaligus dinilai melanggar disiplin, kode etik, dan hukum pidana, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggarannya. Analisis ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap anggota Polri tidak boleh hanya berhenti pada satu bentuk pertanggungjawaban saja. Apabila suatu ucapan atau tindakan dalam pengamanan unjuk rasa terbukti melanggar standar etik, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban etik. Namun, apabila dalam perkembangan pemeriksaan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, intimidasi, atau pelanggaran hukum yang lebih berat, maka pertanggungjawaban administrasi atau pidana juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa dapat dianalisis melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban, terutama pertanggungjawaban etik dan administrasi, tanpa menutup kemungkinan adanya bentuk pertanggungjawaban lain apabila memenuhi syarat hukum tertentu. Analisis tersebut penting karena tindakan arogansi aparat tidak hanya menyangkut perilaku pribadi, tetapi juga berkaitan dengan kewibawaan jabatan, perlindungan hak masyarakat, dan citra institusi Polri. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan dalam kasus ini adalah pertanggungjawaban etik karena menyangkut sikap dan kehormatan profesi, serta pertanggungjawaban administrasi karena perbuatan tersebut terjadi dalam konteks pelaksanaan tugas kedinasan pengamanan unjuk rasa.
B. 
Kode Etik Anggota Polri
1. Pengertian Kode Etik Anggota Polri 
Kode etik anggota Polri adalah seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman moral serta profesional bagi setiap anggota kepolisian. Kode etik ini dibentuk untuk menjaga agar kekuasaan yang dimiliki aparat tidak digunakan secara menyimpang.

Dalam konteks profesi hukum, kode etik berfungsi sebagai pagar moral yang melengkapi aturan hukum positif. Ia mengatur bagaimana seorang aparat seharusnya bersikap, berbicara, dan menggunakan kewenangannya dalam berhadapan dengan masyarakat.

Bagi anggota Polri, kode etik mempunyai arti penting karena profesi kepolisian selalu bersentuhan langsung dengan hak, keamanan, dan martabat manusia. Karena itu, polisi tidak cukup hanya taat pada perintah hukum, tetapi juga harus menjunjung sikap etis dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik anggota Polri juga merupakan cerminan kehormatan institusi. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi anggota, tetapi juga dapat berpengaruh pada citra, kepercayaan, dan legitimasi lembaga kepolisian di mata publik.

Secara kelembagaan, kode etik berfungsi membangun budaya profesionalisme, disiplin, dan integritas. Tanpa kode etik, jabatan kepolisian akan mudah terjebak pada pola penggunaan kekuasaan yang kaku, represif, dan tidak sensitif terhadap hak masyarakat.

Dengan demikian, kode etik anggota Polri dalam penelitian ini dipahami sebagai standar moral dan profesional yang menjadi ukuran untuk menilai layak atau tidaknya perilaku anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa, termasuk saat berinteraksi dengan peserta aksi.

2. Dasar Hukum Kode Etik Anggota Polri 
Dasar hukum Kode Etik Anggota Polri juga memperoleh landasan langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, kedudukan Polri sebagai alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
 Dengan demikian, keberadaan kode etik tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum Polri sebagai pemegang kewenangan publik yang harus selalu dijalankan secara sah, patut, dan terukur.

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa disiplin anggota Polri merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Walaupun peraturan disiplin berbeda dengan kode etik, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama mengatur standar perilaku anggota Polri dalam kedinasan.
 Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap sikap, ucapan, atau tindakan yang tidak pantas dalam pelaksanaan tugas dapat dinilai bukan hanya sebagai persoalan moral, tetapi juga sebagai persoalan disiplin dan kehormatan profesi.

Pengaturan yang lebih khusus mengenai Kode Etik Profesi Polri saat ini terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan abstrak peraturan yang ditampilkan dalam basis data peraturan resmi, Perpol ini dibentuk karena pengaturan sebelumnya, termasuk Perkap No. 14 Tahun 2011, dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai etika, budaya, dan perilaku di masyarakat.
 Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum kode etik profesi Polri bersifat dinamis dan terus disesuaikan dengan tuntutan profesionalitas kepolisian modern. Dengan adanya Perpol ini, penilaian terhadap perilaku anggota Polri, termasuk dugaan tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa, memiliki dasar normatif yang lebih spesifik dan mutakhir.

Dasar hukum kode etik anggota Polri menunjukkan bahwa etika profesi kepolisian bukan sekadar ajaran moral, melainkan bagian dari sistem normatif yang mengikat. Artinya, kepatuhan terhadap etika profesi merupakan kewajiban hukum jabatan.

Dalam negara hukum modern, kekuasaan aparat harus selalu dibatasi oleh aturan yang jelas, termasuk aturan etik. Hal ini penting karena pelanggaran etika oleh aparat penegak hukum sering kali menjadi pintu masuk lahirnya penyalahgunaan kewenangan dan tindakan represif.

Bagi Polri, dasar hukum kode etik mempertegas bahwa profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan operasional, tetapi juga dari kualitas perilaku anggota dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu, etika profesi menjadi bagian penting dari pembinaan organisasi.

Dasar hukum kode etik juga memberikan mekanisme penilaian dan penegakan terhadap perilaku anggota. Dengan adanya landasan normatif, institusi dapat membedakan mana perilaku yang masih dapat ditoleransi sebagai kekeliruan biasa dan mana yang telah masuk dalam kategori pelanggaran etik.

Di samping itu, dasar hukum kode etik penting untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Ketika ada dugaan sikap arogan, diskriminatif, atau tidak profesional dari anggota Polri, masyarakat memiliki dasar untuk menilai bahwa perilaku tersebut bukan sekadar tidak sopan, tetapi dapat merupakan pelanggaran etik jabatan.

Dengan demikian, dasar hukum kode etik anggota Polri memberikan legitimasi bahwa perilaku aparat dalam pengamanan unjuk rasa dapat diuji bukan hanya dari aspek hukum umum, tetapi juga dari aspek etika profesi kepolisian yang secara khusus mengatur kehormatan jabatan.

3. Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri 
Prinsip utama kode etik profesi Polri adalah integritas. Integritas menuntut setiap anggota bertindak jujur, konsisten, dan tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Prinsip berikutnya adalah profesionalitas. Seorang anggota Polri harus mampu melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, standar operasional, dan kecermatan, bukan atas dasar emosi atau dorongan kekuasaan semata.

Kode etik Polri juga menekankan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam tugas yang bersinggungan dengan masyarakat, anggota Polri wajib menjaga ucapan, tindakan, dan sikap agar tidak merendahkan atau mendiskriminasi pihak yang dihadapi.

Prinsip proporsionalitas juga sangat penting dalam profesi kepolisian. Setiap tindakan kepolisian, termasuk dalam pengamanan unjuk rasa, harus seimbang dengan situasi yang dihadapi dan tidak boleh melampaui kebutuhan penanganan keadaan.

Selain itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap anggota Polri siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Prinsip ini penting karena aparat kepolisian bekerja dengan kewenangan publik yang harus selalu terbuka terhadap penilaian hukum dan etik.

Prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri pada dasarnya memiliki landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas tidak boleh dilepaskan dari kewajiban untuk bertindak profesional, adil, dan menghormati martabat manusia. Oleh sebab itu, prinsip etik profesi Polri tidak berdiri sendiri sebagai aturan moral internal, tetapi berakar langsung pada mandat hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi kepolisian.

Dasar yang lebih khusus mengenai prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam abstrak peraturan tersebut ditegaskan bahwa kode etik profesi Polri menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, prinsip-prinsip seperti integritas, profesionalitas, kepatutan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan akuntabilitas memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Perpol No. 7 Tahun 2022 juga penting karena peraturan tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2), serta menggantikan pengaturan sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip kode etik profesi Polri terus disesuaikan dengan tuntutan profesionalitas kepolisian modern. Karena itu, pembahasan prinsip-prinsip kode etik dalam penelitian Bro menjadi kuat apabila dikaitkan langsung dengan UU Polri sebagai dasar umum dan Perpol No. 7 Tahun 2022 sebagai dasar khususnya.

Dengan demikian, prinsip-prinsip kode etik profesi Polri menjadi alat ukur normatif untuk menilai apakah tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa bertentangan dengan standar moral dan profesional yang seharusnya dipegang oleh anggota kepolisian.

4. Larangan dan Kewajiban Anggota Polri dalam Kode Etik 
Dalam kode etik, anggota Polri pada dasarnya diwajibkan bertindak sopan, jujur, adil, dan menghormati hak setiap orang yang berhadapan dengannya. Kewajiban ini penting karena profesi kepolisian selalu menggunakan kewenangan negara dalam interaksi langsung dengan masyarakat.

Selain kewajiban untuk menjaga perilaku, anggota Polri juga dilarang melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Larangan ini mencakup ucapan menghina, tindakan diskriminatif, ancaman verbal, atau sikap yang menunjukkan superioritas yang tidak patut dalam pelaksanaan tugas.

Kode etik juga mewajibkan anggota Polri untuk mengendalikan diri dan menghindari tindakan emosional. Dalam situasi yang tegang seperti pengamanan unjuk rasa, pengendalian diri menjadi ukuran penting apakah seorang aparat tetap profesional atau justru terjebak pada perilaku arogan.

Kewajiban lain yang melekat pada anggota Polri adalah menjunjung netralitas, objektivitas, dan pelayanan. Polisi tidak boleh menggunakan identitas suku, kelompok, atau kedekatan tertentu sebagai dasar komunikasi yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan maupun intimidasi.

Larangan dan kewajiban dalam kode etik juga bertujuan menjaga nama baik institusi. Tindakan anggota yang kasar atau arogan di ruang publik dapat dengan cepat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif terhadap keseluruhan lembaga kepolisian.

Larangan dan kewajiban anggota Polri dalam kode etik pada dasarnya mempunyai dasar hukum umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, keberadaan Kode Etik Profesi Polri diakui sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anggota Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan fungsi kepolisian, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar kehormatan profesi yang melekat pada jabatan kepolisian. Dengan demikian, kewajiban untuk bertindak patut dan larangan untuk bertindak tercela memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum kepolisian.

Dasar hukum yang lebih tegas mengenai kewajiban dan larangan anggota Polri terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari dokumen resmi yang tersedia, peraturan ini secara eksplisit memuat Bab II tentang Kewajiban, Larangan, dan Sanksi Disiplin. Ini penting karena menunjukkan bahwa perilaku anggota Polri tidak hanya dinilai dari aspek etik abstrak, tetapi juga dari ketentuan normatif yang secara khusus menetapkan apa yang wajib dilakukan dan apa yang dilarang dilakukan oleh anggota Polri dalam kedinasan.

Sementara itu, pengaturan yang paling khusus saat ini terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Dalam abstraknya ditegaskan bahwa Perpol ini menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Rumusan ini penting untuk subsection B.4 karena kewajiban dan larangan anggota Polri pada dasarnya lahir dari tuntutan agar setiap anggota menjaga perilaku profesional, menghormati martabat manusia, dan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai aparat negara.

Keterkaitan antara kewajiban dan larangan tersebut juga memperlihatkan bahwa etika profesi Polri bukan sekadar aturan moral internal, melainkan instrumen pengendalian perilaku aparat yang memiliki daya ikat normatif. Karena Perpol No. 7 Tahun 2022 dibentuk untuk menggantikan pengaturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat, maka larangan dan kewajiban anggota Polri harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembaruan profesionalitas kepolisian modern. Artinya, ucapan, sikap, maupun tindakan anggota Polri dalam ruang publik—termasuk saat pengamanan unjuk rasa—dapat diuji dengan ukuran normatif yang lebih tegas dan aktual.

Dengan demikian, larangan dan kewajiban anggota Polri dalam kode etik menjadi sangat relevan dalam penelitian ini, karena dugaan tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa harus diuji apakah telah melanggar standar perilaku yang diwajibkan bagi setiap anggota Polri.

C. 
Tindakan Arogansi
1. Pengertian Tindakan Arogansi 
Tindakan arogansi pada dasarnya adalah perilaku yang menunjukkan sikap merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, atau lebih benar dibanding pihak lain, lalu diwujudkan dalam ucapan maupun tindakan yang merendahkan. Dalam konteks aparat penegak hukum, arogansi menjadi masalah serius karena dilakukan oleh pihak yang memegang otoritas negara.

Arogansi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ia dapat hadir dalam bentuk nada bicara, ancaman verbal, sikap meremehkan, penghinaan, atau penggunaan simbol kekuasaan secara berlebihan yang membuat pihak lain merasa ditekan.

Dalam kajian etika profesi, arogansi dipandang bertentangan dengan semangat pelayanan publik. Aparat yang seharusnya melayani masyarakat justru menempatkan dirinya secara dominan dan memandang warga sebagai pihak yang harus tunduk tanpa ruang dialog.

Dalam ilmu hukum, arogansi dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan posisi. Ketika otoritas digunakan untuk membungkam, menekan, atau merendahkan orang lain, maka tindakan tersebut telah menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat.

Bagi profesi kepolisian, tindakan arogansi menjadi sangat sensitif karena polisi bekerja di tengah situasi sosial yang sering tegang. Oleh sebab itu, sikap dan ucapan yang menunjukkan superioritas yang tidak patut dapat dengan cepat memicu konflik serta merusak legitimasi tindakan kepolisian.

Dengan demikian, tindakan arogansi dalam penelitian ini dipahami sebagai setiap ucapan, sikap, atau perilaku anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa yang menunjukkan superioritas, intimidasi, perendahan, atau sikap tidak profesional terhadap peserta aksi maupun masyarakat.
2. Bentuk-Bentuk Tindakan Arogansi 
Bentuk tindakan arogansi dapat dibedakan menjadi arogansi verbal, arogansi nonverbal, dan arogansi tindakan. Arogansi verbal muncul melalui kata-kata yang merendahkan, mengancam, atau menonjolkan superioritas aparat di hadapan masyarakat.

Arogansi nonverbal tampak melalui ekspresi tubuh, mimik, gestur, atau cara mendekati masyarakat yang memberi kesan intimidatif. Meski tanpa kata-kata kasar, bentuk ini tetap dapat membuat orang merasa tertekan dan diperlakukan tidak manusiawi.

Adapun arogansi tindakan terlihat pada perilaku yang melampaui batas kewajaran, seperti membentak, menghalangi hak orang tanpa alasan yang sah, memaksakan kehendak secara kasar, atau menunjukkan simbol kuasa dengan cara yang tidak proporsional.

Dalam konteks pengamanan unjuk rasa, bentuk arogansi sering muncul dalam komunikasi lapangan yang tidak terkendali. Petugas yang seharusnya menenangkan situasi justru dapat memperburuk keadaan apabila menggunakan bahasa yang menyinggung identitas, status, atau harga diri peserta aksi.

Bentuk arogansi juga dapat bersifat diskriminatif, yaitu ketika aparat membawa unsur suku, kelompok, atau identitas tertentu dalam komunikasi tugas. Hal ini sangat berbahaya karena selain melanggar etika, juga dapat menimbulkan persepsi ketidaknetralan dan konflik sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, bentuk-bentuk tindakan arogansi anggota Polri perlu dipahami secara luas, tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga meliputi ucapan, gestur, dan perilaku yang menimbulkan rasa terhina, terintimidasi, atau diperlakukan tidak setara dalam ruang publik.
3. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Arogansi 
Salah satu faktor penyebab tindakan arogansi adalah kultur kekuasaan dalam organisasi. Ketika jabatan dipahami sebagai posisi dominasi, maka aparat cenderung melihat masyarakat sebagai pihak yang harus ditundukkan, bukan dilayani.

Faktor berikutnya adalah lemahnya pengendalian diri dalam situasi tekanan. Pengamanan unjuk rasa sering menempatkan aparat dalam kondisi tegang, sehingga tanpa pelatihan etik dan komunikasi yang memadai, anggota dapat mudah terpancing emosinya.

Kurangnya internalisasi nilai-nilai etika profesi juga menjadi faktor penting. Jika anggota Polri lebih banyak dibentuk secara teknis-operasional daripada secara moral-profesional, maka kecenderungan menggunakan pendekatan kasar akan semakin besar.

Selain faktor personal, arogansi juga dapat lahir dari sistem pengawasan yang lemah. Ketika kontrol internal tidak efektif, perilaku yang menyimpang dapat berulang karena anggota merasa kecil kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Faktor lain adalah adanya jarak psikologis antara aparat dan masyarakat. Jika polisi tidak memandang masyarakat sebagai subjek yang harus dihormati, maka interaksi tugas akan mudah berubah menjadi relasi superior-inferior yang melahirkan tindakan arogan.

Dengan demikian, tindakan arogansi anggota Polri tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan watak individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara kultur organisasi, tekanan lapangan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penghayatan terhadap etika profesi.
4. Tindakan Arogansi Anggota Polri dalam Perspektif Hukum 
Dalam perspektif hukum, tindakan arogansi anggota Polri dapat dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari tujuan kewenangan kepolisian. Kewenangan diberikan untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, bukan untuk menunjukkan superioritas pribadi atau institusional.

Dari sudut hukum administrasi, arogansi dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan kewenangan apabila aparat menggunakan posisi jabatannya secara tidak proporsional. Ketika komunikasi atau tindakan aparat melampaui batas kewajaran tugas, maka perilaku tersebut dapat dinilai cacat secara hukum jabatan.

Dalam perspektif etik, tindakan arogansi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban profesi untuk bersikap santun, netral, dan menghormati martabat manusia. Oleh sebab itu, meskipun suatu tindakan tidak selalu memenuhi unsur pidana, ia tetap dapat menjadi dasar pemeriksaan etik dan disiplin.

Dari sudut hak asasi manusia, arogansi aparat juga bermasalah karena berpotensi menekan kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dalam konteks unjuk rasa, ucapan atau tindakan yang bernada intimidatif dapat membuat hak konstitusional warga dijalankan dalam suasana takut.

Perspektif hukum juga menuntut adanya proporsionalitas dalam setiap tindakan aparat. Polisi boleh bertindak tegas, tetapi ketegasan itu harus tetap berada dalam bingkai hukum, profesionalitas, dan penghormatan terhadap warga negara.

Dengan demikian, tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa dapat dinilai sebagai persoalan hukum apabila terbukti bertentangan dengan prinsip penggunaan kewenangan, etika profesi, serta perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam ruang demokrasi.

D. 
Pengamanan Unjuk Rasa
1. Pengertian Pengamanan Unjuk Rasa 
Pengamanan unjuk rasa adalah serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran penyampaian pendapat di muka umum. Tujuan utamanya bukan membungkam aspirasi, melainkan memastikan hak warga negara dapat dijalankan tanpa menimbulkan gangguan yang membahayakan umum.

Dalam demokrasi, unjuk rasa merupakan bentuk partisipasi politik yang sah. Karena itu, pengamanan unjuk rasa harus dipahami sebagai fungsi pelayanan dan perlindungan, bukan semata-mata fungsi pengendalian atau penertiban.

Pengamanan unjuk rasa juga merupakan bentuk kehadiran negara di ruang publik. Polisi hadir untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat luas.

Dalam praktik kepolisian, pengamanan unjuk rasa menuntut kesiapan taktis dan etis secara bersamaan. Aparat tidak cukup memahami prosedur teknis, tetapi juga harus mampu berkomunikasi, menenangkan situasi, dan menghindari tindakan yang bersifat provokatif.

Karena sifatnya yang sensitif, pengamanan unjuk rasa selalu menjadi ujian profesionalitas aparat. Sedikit saja kekeliruan dalam ucapan atau tindakan dapat menimbulkan benturan, memperburuk situasi, dan memunculkan tuduhan pelanggaran hukum maupun etika.

Dengan demikian, pengamanan unjuk rasa dalam penelitian ini dipahami sebagai tugas kepolisian yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan aksi, tetapi harus tetap dijalankan dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi, etika profesi, dan proporsionalitas tindakan.

2. Dasar Hukum Pengamanan Unjuk Rasa 
Dasar hukum pengamanan unjuk rasa menegaskan bahwa tugas kepolisian dalam mengawal aksi masyarakat bukanlah tindakan tanpa batas, melainkan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan aturan. Aturan ini diperlukan agar pengamanan tidak berubah menjadi pembatasan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat.

Dalam sistem hukum Indonesia, unjuk rasa diakui sebagai bagian dari kemerdekaan warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, tugas polisi dalam pengamanan harus dibaca dalam kerangka perlindungan hak konstitusional tersebut.

Bagi institusi kepolisian, dasar hukum pengamanan unjuk rasa memberikan batas dan pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat. Dengan begitu, tindakan pengamanan memiliki legitimasi hukum sekaligus ukuran yang dapat dipakai untuk menguji pertanggungjawaban aparat.

Dasar hukum ini juga penting karena situasi unjuk rasa sering berkembang cepat dan penuh tekanan. Tanpa pedoman normatif yang kuat, aparat bisa cenderung menggunakan pendekatan spontan yang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Selain menjamin ketertiban, dasar hukum pengamanan unjuk rasa juga melindungi masyarakat dari tindakan aparat yang berlebihan. Dengan kata lain, hukum berfungsi menjaga keseimbangan antara ketegasan negara dan perlindungan terhadap kebebasan warga.

Pengamanan unjuk rasa oleh anggota Polri memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu dasar hukum yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum. Dalam hal ini, peran Polri adalah untuk menjaga agar proses penyampaian pendapat tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum yang tidak mengganggu ketertiban umum. Polisi bertugas untuk mengamankan pelaksanaan unjuk rasa tanpa membatasi hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu, pengamanan unjuk rasa harus dilakukan dengan pendekatan yang menghargai kebebasan berpendapat namun tetap menjaga ketertiban umum dan hak-hak orang lain yang tidak terlibat dalam aksi tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Polri untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam hal pengamanan unjuk rasa. Pasal 13 undang-undang ini menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk bertindak dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum, yang mencakup pengamanan kegiatan unjuk rasa. Polri sebagai aparat negara wajib menjamin bahwa hak untuk berunjuk rasa dapat dilaksanakan dengan aman tanpa menimbulkan kerusuhan atau gangguan terhadap kepentingan publik. Hal ini juga mencerminkan fungsi polisi sebagai pelindung hak-hak konstitusional masyarakat dalam menjalankan kebebasan berbicara dan berpendapat.

Selain dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi pedoman penting dalam pengamanan unjuk rasa. Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan yang harus diikuti oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, termasuk pengamanan unjuk rasa. Pengamanan unjuk rasa oleh Polri harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, serta mengedepankan prinsip-prinsip etika profesi kepolisian. Anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan yang tidak proporsional atau melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat orang lain selama menjalankan tugas pengamanan. Selain itu, mereka juga wajib bertindak secara objektif dan netral, tanpa memihak pihak manapun dalam unjuk rasa yang berlangsung.

Dengan demikian, dasar hukum pengamanan unjuk rasa menjadi sangat relevan dalam penelitian ini, karena dugaan tindakan arogansi anggota Polri harus dinilai dalam hubungannya dengan batas kewenangan dan pedoman hukum yang seharusnya ditaati dalam pengamanan aksi.

3. Tujuan Pengamanan Unjuk Rasa 
Tujuan utama pengamanan unjuk rasa adalah menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum berlangsung tertib, aman, dan tidak berubah menjadi gangguan terhadap keselamatan umum. Polisi tidak ditempatkan untuk membungkam aspirasi, melainkan untuk memastikan bahwa hak tersebut dijalankan dalam keadaan yang terkendali.

Pengamanan juga bertujuan melindungi peserta unjuk rasa itu sendiri. Dalam banyak keadaan, massa aksi justru membutuhkan kehadiran aparat agar tidak mengalami gangguan dari pihak lain, tidak terprovokasi, dan dapat menyampaikan tuntutan secara aman.

Selain melindungi peserta aksi, pengamanan unjuk rasa bertujuan menjaga kepentingan masyarakat luas. Jalan umum, fasilitas publik, dan aktivitas warga tetap harus dipertimbangkan agar pelaksanaan aksi tidak menimbulkan benturan kepentingan yang tidak perlu.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah mencegah eskalasi konflik. Polisi harus mampu membaca situasi, melakukan negosiasi, dan menjaga komunikasi dengan baik agar ketegangan lapangan tidak meningkat menjadi kericuhan atau kekerasan.

Dalam perspektif kelembagaan, pengamanan unjuk rasa juga bertujuan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Cara polisi menangani aksi massa akan sangat memengaruhi persepsi masyarakat tentang apakah polisi benar-benar profesional, netral, dan humanis.

Dengan demikian, tujuan pengamanan unjuk rasa harus dipahami secara menyeluruh, yaitu menjamin hak berpendapat, menjaga ketertiban umum, melindungi semua pihak, mencegah konflik, dan menjaga legitimasi institusi kepolisian dalam masyarakat demokratis.

4. Prosedur Pengamanan Unjuk Rasa oleh Anggota Polri
Prosedur pengamanan unjuk rasa dimulai dari persiapan, yaitu menerima informasi rencana aksi, memetakan potensi kerawanan, dan menyusun pola pengamanan. Tahap ini penting karena kualitas penanganan lapangan sangat ditentukan oleh kesiapan awal aparat.

Setelah persiapan, anggota Polri wajib melaksanakan pengamanan dengan pendekatan yang terukur. Kehadiran aparat harus diarahkan untuk mengawal jalannya aksi, membuka ruang komunikasi, dan mencegah timbulnya tindakan yang dapat memancing eskalasi.

Dalam pelaksanaan lapangan, prosedur pengamanan juga mensyaratkan adanya pembagian tugas yang jelas. Setiap petugas harus memahami peran masing-masing agar tindakan yang diambil tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah massa.

Komunikasi merupakan bagian penting dari prosedur pengamanan. Polisi harus mampu membangun dialog dengan koordinator aksi, menjelaskan situasi secara santun, dan mengedepankan negosiasi sebelum mengambil langkah yang lebih tegas.

Prosedur pengamanan juga menuntut pengendalian perilaku aparat. Setiap ucapan, gestur, maupun tindakan petugas di lapangan harus tetap dalam batas profesionalitas, karena perilaku yang kasar atau arogan dapat merusak keseluruhan tujuan pengamanan.

Dengan demikian, prosedur pengamanan unjuk rasa oleh anggota Polri tidak hanya berbicara tentang langkah teknis operasional, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga komunikasi, proporsionalitas, pembagian tugas, dan etika perilaku selama berhadapan dengan peserta aksi.
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